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BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan sesuatu yang paling menoniol, dan hal ini

jelas terlihat dengan adanya rencana pembangunan lima tahun yaitu pelita I, II' III,

lv. -Dan dalmr Garis-gasris Besar Haluan Negara di kemuknkan pula bahwa

Pembangunan Nasional tidak tain adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil

,jan makmu ).ang meratarnaterial den spiritual berdasarkan Pancasila dalam w'adah

Negara Kesatuan Negara Republik lndonesia yang merdeka berkedaulatan rakyat

dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, terutama, tertib dan dinamis serta

dalam lingkungan pergaulan dunia yang mercleka bersahabat tertib dan damai'

Selanjutnya seperti diketahui pula, hahwa pembangunan adalah sesuatu usaha

atau rangkaian usaha perobahan pertumbuhan yang berencana, yang dilakukan secara

sadar oleh suatu bangsq negafa den pemerintah, menuju modernitas dalam rangka

pembinaan bangsa atau Nationa.l Building (Siagian 1974:2) atau menurut Bintarto

dan Mustopad jaja (1980 : 1) sebagai suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir.

pembangunan secara besar-besaran dari masyarakat Desa di Indonesia masih

menimbulkan kesulitan yang cukup berat antara lain kata Ina- Slamet (1965 : 25) Oleh

karena Indonesia sebagaimana halnya dengan semua negara yang ekonotni

terkebelakang, tidak sanggup menyediakan dana dan tenaga-tenaga ahli secare, luas

untuk melancarkan usaha-usaha pembangUnan itu, sehingga rembangunan



masyarakat desa sedapat*dapatnya harus dapat direalisir dengan bentuan material

minimal clari a-tas, serta- bersanda,r pada kemernpuan masyarakat desa sendiri.

Selanjutn-va di katakan pul4 di satu pihak kita dihadapkan pada suatu keadaan

nasyarakat yang telah sangat mendesak sifatnya, serta menuntut agar pembangunan di

daerah Pedesean itu dilakukan secepatnya dan seluas mungkin, namun dilain pihak

dikronfontasi (di hadapkan) dengan kenyataan bahwa Rcpublik Indonesia

bagaimanapun hanya bisa rnemikul sebagian kecil dari pembiayaan pembangunan

yang amat dinerlukan, sehingga akhirnya, ia menyatakan bahwa tiada jalar lain yang

bisa ditempuh kecuali mendinamisir rakyat desa sendiri sehingga mereka bergerat

untuk memperbaiki nasibnya sendiri.

Mendasari beberapa gambaran tentang pembangunan pedesaan seperti tersebut di

atas, maka jelaslah bagi kita bahwa pembangunan pedesaan itu adalah merupakan

suatu hal yang utama dan bersifat kompleks, dan sebagai suatu Penmbagunan yang

utuh, dimana baik pemerintah maupun masyarakat berperan aktif di dalam menunjang

pembangunan tersebut-

Peran aktif Pemenntah dan masyarakat secara bersama-sama dalam

pembangunan selanjutnya di kemukakan pula dalam Pembangunan desa dalam Pelita

II, bahwa untuk menopang serta menyokong pelaksanaan pembanguan tersebut maka

ada dua unsur utama yang paling penting yaitu : Peran pemerintah dan peran

rnasyerskat desa, yang proses mekanismenya menghendaki serta mengutamakan



prinsip imbangan kewajiban yang serasi antara kedua unsur pokok itu. f)imana

pomerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan darr faslita-s yang

diperlukan sedangkan masyarskat memberikan partisipasi dalam bentuk swadaya dan

swadaya gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang di inginkan.

Dengan mendasari kenyataan-kenyataan di atas inilah maka dalam rangka

pembangunan pedesaan di Indonesia telah mulai di lakukan usaha-rmaha, koordinasi

ataupun kerja sama ataupun sekurang-kurangnya konsultasi di antarn beberapa

lembaga atau dinas. Sehingga Suryadi (190 : 313) mengatakan bahwa dengan adanya

koordinasi ataupun ke{a samademikian, lembaga itu bisa, melakukan program bersam

yag komperhensif.Namun demikian perlu di sadari pula, bahwa koordinasi yang

demikian menerlukan suatu sistim yang tegas dan koordinator sebagai, salah satu

kornponennya perlu di tentukan.

Dan sisitim ini disebut unit Dearah Kerja Pembangunan ata.u disingkat LIDKP

dan berlaku pada suatu wilayah kecamatan, dengan koordinatomya adalah camat

dengan fungsinya dan tugasnya seperti tersebut dalam undang-undang No.5 tahun

1974"Ilnit kerja pembangunan daerah ),ang di maksudkan diatas, adalatr sistim untuk

mempercepat tercapanya desa Swaserubada dengan mengembangkan desa-desa

dalam wilayah kecamatan secara keseluruhan terkoordinir, dan tingkat kecamatan di

pandang memiliki unsur-unsur fasilitas pemerhtah yang relatif let'ih lengkap dan

seragam dan di banding dengan desa-deea. Oleh karena itu Unit Daerah Kerja Pemba-

ngunan merupakan sistim pelaksanaan pembangunan dengan cata pendekatan



administratift yang melihat uaaha - usaha pembangunan dari segi administratif den

menitikberatkan pada aspek-aspek jalur instruksi dan hirarki. Secara organisatoris

fungsi unit kerja pambangunan adalah melakukan koordinasi atau tungsi-fungsi,

sektoral melalui Instansi dan aparutur vertikal di tingkat &. kecamatan serta

memeberikan pengnarahan dan pmembinaan dalam usaha pembangunan"

Dan tujuan penggunaan sistim Unit kerja pembangunan"In ini selar{utnya di

jelaskan Pula adalah perbaikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat pedesaan.Sesera

konsepsional masalah koordiasi yang di kemukakan diatas telah terJawab oleh sistim

{-IDKP ini. Berdasarkan pendapal-pandapat diatas ini maka dapat dikatakan bahwa

pembanguan desa yang mempakan bagian Integral dari pembangunan nasional, bak

pada tahap perencanatrn maupun tahap Pelaksanaannya sangat di perlukan sistim

koordinasi ya-ng matang dan menyeluruh kepada semua tingkat instan-qi vertikal

maupun horizontal. Dan peranan koordinasi untuk menyeimbangkan sert memadukan

pembangunan Di yang prakarsai oleh kedua belah pihak yakni antara prakarsa

pembangunax yang matang dari atas dan aspirasi yang tumbuh dari masyarakat desa

itu sangat diperlukan. karena koordinasi adalah merupakan usaha yang mengarahkan

yang menyatukan kegiatan dari satuan kerja pemerintah maupun masyarakat,

sehingga masyarakat dan pemerintah dapat bergerak sebagai kesatuan yang hulat

guna melaksanakan seluruh program pembangunan yang di perlukan untuk mencapai

tujuanya.



BAB II

PENGERTIAN DASAR

A. Pensertian Koordinegi

Koordinasi adalah merupakan suatu fungsi esensi dari management dalam

menciptakan adarrya kesatuan usaha dan kesatuan tindakan. Dan pada dasarnya

seseorang manager atau pimpinan dalam menggerakan bawahanya untuk mencpai

tujuan perlu adanya kordinasi, sebab hanya dengan koordiaasi yang baik terhadap

bawahan atau anggota dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan dengan

adanya. kegiatan maka pembagian kerja dan spesialisasinya maka Koordinasi ini

mulak diperlukan, untuk tercapainya suatu keharmonisan dan kesamaan serta

kesatuan tindakan dalam usaha pencanpian tujuan.

Seperti telah di kemukakan di atas bahwa koordinasi adalah salah satu fungsi

management di samping fungsi perencana{Ln, penl rsunan pegawai, pembinaaa kerja,

motivasi dan pengawasan, oieh karena koordinasi dimaksudkan sebagai usaha

menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja atau unit-unit organisasi

sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh

tugas organisasi untuk mencaai tujuannya (soewarno Handayanigrat,l9E2: 1 17).

lebih lanjut koordinasi itu dapat dinyatakan sebagai sinkronisasi usahn-usaha

secara teratur yang di tujukan untuk sremberikan petunjuk-petu-'rjuk melaksanakan

agar dengan demikian dapat di capai tindakan-tindakan yang harmonis serta yang di



satukan dalarn rangka usaha mencapai ojektif tertentu (G R Terry, 1970 : 85). Atau

sebagai suatu daya upaya r:ntuk memlihara hubungan ke.{a yang singkron dan

produktif atau bagian atau personil dalam rangka kerja sama untuk mencapai sesuati

tujuan. Demikian pula dengan definisi atau pendapat dari The Liang Gie yang

mengatakan bahwa istilah pengkoordinasian sebagai aktiva yang menghubung-

hubungkan orang-orang dengan tugas-tugas pekerjaan dalam usaha kerja sama itu

tercegah pertentangan, kekacauan, kekembaran atau kekosongan tindakan.

Berdasarkan pendapatan dan definisi di atas, maka dapat-lah kesimpulan

bahwa koordinasi sperti tersebr:t diatas tidak lain di maksudkan adalah keselarasan

atau ke-satuan tindakan, kesatuan usaha , penyesuaian, antar bagian keseimbangan

antar bagian manapun sinkronisasi semuanya ber-nasi di artikan keselarasan. Atas

dasar pendapat inilah maka koordinasi di artikan keselarasan aktivitas satuan organi-

sasi atau keselarasan tugas antarpenjabat.Seperti apa yang dsi katakan sutarto (i983 :

127) bahvta koordinasi adalah asas umum semua organisasi, atau koordinasi adalah

pokok organisasi. Dengan perkataan lain koordinasi adalah merupa-kan usaha yang

mengarakan yang menyatukan kegiatari dari satuan kerja organisasi, sehingga

organisasi seba-gaikestuuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi

yang di perlukan mencapai tujuanya,Jelasnya koordinasi mengandung makna adanya

keterpaduan yang di lakukan secara serasi dan simutan (sinkronisasi) dari tindakan

yang di jalankan organisasi.



.ladi dengan sinkronisasi usaha yang teratur di harapkan adanya pekerjaan yang

terkoordinasi dalam waktu yang bersamaan dan berlangsung secara simultan, seperti

ternyata dalam rencana Pembangunan Lima Tahun (Replita), seteiah adanya

koordinasi di tandai pula dengan kesatuan tindakan dari pada koordinasi di tandai

pula dengan kesatuan tindakan dari pada kegiatan-kagitan yang berlain-la-inan dan di

kerjakan oleh bebrapa orang dengan cara tertentl. Dengan adanya keseragaman atau

kesatuan akan menunjukan pentingnya hubungan dan pengertian agar semua kegiatan

dapat be{alan dalam susunan yang terkoordinir.

B" PeBtingEva Pembapsunan Desa

Berbicara tentang pembangunan desa di negara kita in, banyak digunakan bebrapa

istilah seperti pembangunan masyarakat desa (PMD), pembangunan pedesaan atau

pembangunan desa, dan ada pula yang menggunakan istilah pembangunan

masyarakat dan lain-lain.

Di negara kita pemakaian istilah ini di kenal bayak digunakan istilah pembangunan

desa, karena dengan adanya istilah yang berarti sudah tercakup pengertian

masyarakatnya. Jadi dapatlah di mengerti bahwa pada istilah pembangunan

masyarakat elesa, meodernisasi desa, sebenarnya adalah sama atau indentik dalarn arti

penertianya sama.

Untuk pelaksanan pembangunan di Indonesia maka Garis-Garis Besar Haluan Negara

(GBHN) merupakan pedoman dan pemben arah, pembangunan nasional ad-alah



pembangunan menyeluruh di bidang material maupun non material, baik hsik

maupun non fisik, yang di selenggarakan dalam usaha pencapaian tujuan nasional.

Dengan demikian pembanguan desa yang dimaksud adalah pembangunan yang

seirama yang searah dengan pembangunan nasional tersebut. Hal ini berarti bahwa

pembangunan dessa sebagai perwujudan da pelaksanaan GBHN, tidaklah berarti

sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan dan kebulatan dengan pembangunan daerah

dan pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang

mencerminkan suatu kepentingan nasional yag bulat dan menyeluruh dalam suatu

wawasan Nusantara.

Dalam pola gerak Operasional Pembangunan Desa (Sk Mendegri No. 42

tahun I969) menyatakan batrwa pembangunan desa adalah usaha pembangunan dari

masyarakat desa pada unit pemerintah yang terendah yang harus di laksanakan dan di

bina terus-menefl.ls, sistimatis, dan trarah sebagai usaha yang menyeluruh (Beratha,

t9&2 :72).

f)emikian pula menurut pendapat panitia Adimistrasi untuk koordina-qi PBB

dalam laporan kepacia BCOSOC tangal i8 Oktober 1958 (dalam Goni) manyatakan

bahwa pembangunan desa adalah suatu proses, dengan usaha-usaha masyarkat desa

yang bersangkutan di padukan dengan \trrcwenang pemerintah untuk menigkatkan

kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan dari masyarakat desa, dan memungkinkan

mereka unflrk memberi sumbangan-sumbangan secarapenuh kepada kemajuan

nasional (1984 : 5).



Di kemukakan pula oleh Selosumarjan bahwa pembangunan dea adalah

sebagai suatu usaha rmtuk mengada-kan perobahan sosial ekonomi mas.varakat dengan

manggunakan kekuatan sendiri (dalam Bintoro, 1969 : 34) 'atau menurut Baten

sebagai suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat pertama-tama

mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan

mengerjakan bersama untuk memnuh keinginan mereka (Da1am surjadi 1979 :19).

Setelah melihat beberapa pendapat dan definisi di atas maka dapatlah di tarik

kesimpulan bahwa pembangunan elesa tidak lain adalah seluruh kegiatan

pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi semua aspek kehidupan

masyarkat desa, dilaksanakan secara terpadu dan terencana. Dan pembangunan di

desa eli arahkan urtrk memanfaa-tkan snmber daya manusia dengan meningkatkan

ketrampilan, menigkatkan prakarsa dengan mendapatkan bimbingan da pengarahan

serta bantuan dari pemerintah.

Pembangunan desa di laksanakan pada semua aspek kehidupan masyarkat desa,

secara integral dengan pembangunan desa harus bertoleransi kepada kepentingan

masyarkat.



BAB III

PENTTNGI\-YA KOORI}INASI DAI,AM RANGKA
MENUNUJANG IMPLEiVIENTASI PEMBANCTINAN DESA

A. Unsur-unsur Dalam Pembangunan Desa

1. Bimbingan dan Pengaruh Pemerintah, bagi negara-negara yang sedang

berkembang atau negara ,oangt belum maju, di butuhkan dan peranan

pemerintah yang lebih besar dalam proses pembangunan, dengan demikian

terlihat bahwa peranan pemerintah sebagai ursur pembaharu dan pendorong

pemabagunan merupakan kenyatan dewasa ini, hahwa dalam proses

pembangunan pemerintah ticiak hanya bertanggung jawab seluruh proses

peyelenggaraa kegiatan pembangunan.

Siagian mengatakan bahwa bagi suatu negara yag sedang berkembang

peranan pemerintah dalam pembangunan masih bersifat dominan, karea

bebrapa alasan sebagai beriktu :

a. Bahwa pemerintah mampunyai hak dan wewenang untuk alokasi dan daya

yang tersedia untuk menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan

pembangunan.

b. Bahwa pemerintahan mamilki informasi yang paling lengkap tentang

seluruh segi kahidupan bangsa, sedangkan infbrmasi yaf dimiliki oleh

10



berbagai kelompok dalam masyarakat bianya tidak lengkap dan pada

umwnnya bersifat parsial.

c. Adanya legitimacy yang dimiiiki oleh pemerintah utuk menetukan arah

pembangunan berserta prioritasnya yag sudah barang tentu di landasi oleh

aspirasi keinginan dan harapan yang timbul dan bersumber dari rakyat'

d. Bahwa di negara-negara yag sedang berkembang, daya tarik untuk menjadi

pegawai negeri sangat kuat di kalangan masyarakat, yang mengakibatkkan

bahrva tidak* sedikit putra-putri terbaik memilih pegawai negeri.

e. Bahvya kredibilitas pemerintah dalam hubungan pihak donor merupakan

persyarata mutlak dalam menghadapi kanyataan bahwa negara-negara yang

sedang berkembang memiliki kemampuan yang terbatas untuk membiayai

berbagai kegiatan pembangunan menuntut adanya kredibilitas tersebut.

Untuk itu tidak dapat dipungkiri bahwa bagaimanapun suatu negara, masih

sagat tergantung kepada perana pemerintahnya. Dengan perkataan lain, bahwa

betapapun aktif masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan, pemerintah

tetap mamainkan peranan yang sangat penting dan dominan. Pendapat semacam ini

tidak ja,;h berbeda dengan pendapat ),ang dikemukakan oleh .Ioedonei, bahwa negara-

ilegara yang baru berkembang, pemerintah merupakan wadah dalam masyarakat,

dalam mana terhimpun sebagian terbesar dari unsur-unsur modern dari masyarakat,

menggunakan alat-alat negara sebagai alat utama di dalam mengolah atau

megadministrasikan usaha-usaha pembangunan.

1.1



Selanjutnya sumbangan yang paling penting dari pemerintah dari

pengembangan pedesaan .va-kni pengaelaan tenaga--tenaga terlatih yang menangani

proses-proses pembinaan dan pengorganisasian. Dan mereka ini senantiasa bekeda

sama dengan program pengembangan. Pedesaan.

Dari alasan-alasan ;rang dikemukan di atas, dapat memberikan gambara-n,

bahw.a bagi negara-negara yang sedang berkembang atau negara-negaruyafig belum

maju, dibutuhkan peranan dan firngsi pemerintah yang lebih besar dalam program

pembangunan. Dengan demikian jelas terlihat peranan pemerintah sebagai unsur

pembaharuan da pendorog pembangunan. Dan merupakan kenyataan dewasa ini,

bahwa dalam program pembangunan pemerintah tidak hanya bertanggung jawab

dalam pei?)tsrliiaii kebijaksanaan, strategi, iencafia, ptagrarn dan proy'ek, tkan tetapi

juga bertanggung jawab dalam seluruh proses penyelenggaraan kegiatan

pembangunan.

Sela4jutnya dalam kaitan dengan proses pembangunan desa, maka peranan

pemerintah yang eibktif ialah memberikan pengarahan. Di katakan efbktif oleh kareRa

status pemerintah dalam masyarakat, di samaping ilmu pengetahuan yang

dirnilikinya tsntang berbagai segi kehielupan di desa-, khususnya- menyangkut

penyelenggaraafi pembangunan pedesaan. Sudah barang tentu maksud bimbingan dan

pengarahan pemerintah ini ialah masyarakat desa yang bersangkutan. Dan tujuannya

tidak lainmengandug maksud untuk mendorong, menggugah serta menggairahkan

prakarsa masyarakat desa sehigga mereka berparlisipasi dengan penuh rasa pegabdian

dalam pembagunan desa mereka. Prakarsa yang demikian itu dapat secara top down



atau yang datang dari pemerintah itu sangat penting arti*ya dalam menunjang

intensitas keberhasilan pernbagunaa pedesaan. Prakarsa semaeam ini dapat dilakukan

pemerintah degan berbagai oara, berbagai kebijaksanaffl ditempuh yag pada akhirnya

akan mengerahkan atau mengairahkan partispasi masyarakat desa.

Selah satu cara yang ditempuh pemerintah dalam perannya adalah dengan

stimuiasi kepada masyarakat sebagai motivasi atau pendorong kegairahan orang-

orang di desa untuk berpa*isipasi dalam proses pembangunan desa. Pemberian

stimulasi ili biasanya dilakukan pernerintah dengan cara sperti pemberia da-na inpres

bandes setiap tahun pada tiap desa, pemberian dana ingup, mengadakan lomba desa,

lomba PKK, bantuan pemerintah dalam bentuk kredit kepada petani, pedagang,

nelayan, pengusaha kecil dan golongan ekoomi lemah lainnya'

Di daerah pedesaan sering terlihat juga prakarsa pemerintah dalam rangka

menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat dengan cara menyesuaikan

kebrjaksanaan rencana--rencana serta program-program pembangunan dari atas

(pemerintah) dengan kebutuhan-kebutuha dan keinganan-keinginan dari aspirasi-

aspirasi yang sudah lama terkandung di cit-citakan atau diinginkan oleh anggota-

anggota masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah memberikan gambaran sedikit kepada

kita, bahwa bimbingan dan pengarahan pemerintah sebagai salah satu ursur utama di

dalam proses pembangunan desa adalah sangat penting" Tetapi unsur lainnya seperti

partislpasi masyarakat desa juga penting sehingga perlu mendapat perhatian di dalam

meningkatkan keberhasilan pembangunan pedesaan.
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2. Partisipasi Masyarakat.

Seperti sudah dikemuka di atas bahwa salah satu unsur utama penuqjang

proses pembangunan desa adalah dengan adanya partisipasi atau ikut sertanya seluruh

masyarakat desa. untuk itu fungsi pemerintah dalam memberikan bimbingan da

pengarahan, bantuan fasilitas di dalam pelaksanaan pembangunan, sangat penting dan

bahkan sangat menentukan, akan tetapi pembangunan itu adalah menjadi tanggung

jawab seluruh masyarakat.

Dalam hal ini, Keputusan Presiden RI No 319 tahun 1968 menyatakan antara

lain berhasil tidaknya Repelita ini tergantung dari banyak tanggapa, pengertian,

kesadaran dan partisipasi rakyat Indonesia dalam menyambut tantangan

pembangunan irii secara positif guna meratakan jalan bagi anak cucu dan generasi

yang akan datang untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan

Pacasilan (Koessoemahatmadja. 1979 : 27).

Dari kutipan eli atas jelaslah faktor partispasi ma-syaraka-t flrrut menenfi-rka-n

sukses tidaknya usaha pembangunan.Hal ini jelas bahwa bagimanapun dominannya

peran pemeritah dalam meyelenggarakan pembangunan desa tidak mungkin

keseluruhan beban penyeleggaraan pembangwran itu di pikul sendiri oleh pemerintah.

Dengan kata lain keberhasilan pembangunan pedesaan, menuntut partisipasi aktif dari

atau masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat dalarn pembangunan desa itu dapat diwujudkan maulai

dari awal pelaksanaan pembangunan itu mencapai dengan berakhirnya atau

pelaksanaa pembangunan itu samapai dengan berakhirnya atau selesainya, yaitu
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mulai perencanaan darl pada pembangunan, pada pelaksanaan kegiatan dan

pengendalian pembangunan, pada evaluasi atau penilaian pelaksanaan

pembangunan., dan tebih dari pada itu ialah dalam memtik dan memlihara hasil-hasil

dari pembangunan itu.

Meningkatnya- partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa

sebagaimana di sebutkan di atas, ini berarti masyarakat desa teiah turut bertaggung

jawab terhadap pelaksanaan pembangunan desa mereka. Hal ini jelas berarti

pembangunan desa barulah berhasil apabila masyarakat merasa bertangung jawab,

mereka tetap merasa bahwa pembangunan ini adalah di laksanakan oleh karena

mereka sendiri, dari mereka dan untuk mereka.Namun yang sangat penting dalam

rangka usaha ini ialah bagaimanamenumbuhkan sikap ketebukan masyarukat dalarn

pembangunan.

Dan disinilah peranan pemerintah ataupun pemimpin-pemimpin di desa, baik

pemimpin formal maupun pemimpin informal. lJsaha-usaha untuk menumbhkan dan

menggairahkan partisipasi masyarakat ini, antar lain dapat dilakukan dengan bantuarr

pernberian stimulasi kepada masyarakat desa, memberikan pendidikan berupa

peneragan dan penyuluhan, kursus latihan ketrampilan dan lain-lain kepada

masyarakat desa, dan dengan menyesuaikan program-program atau kebijaksanaan-

kebijaksanaa pemerintah dengan kebutuhan atau keinginan-keinginan dan aspirasi-

aspirsi masyarakat desa
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Partisipasi aktif masyarakat desa maupun dari pemerintah di dalam prosos

pembangunan desa tentulah akan sangat membantu dan menuqiang akan keberhasilan

pembangunan pedesaan.

B. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Implementapi Pembpngunan Desa.

Sebagaimana apa yang telah di kemukakan dalam uraian-uraian sebelumnya.

bahwa pelaksanaan pembangunan nsional 
-banyak 

tertuju dan bef,umpu di daerah

pedesaan. Dengan kata lain, bahwa basis keberhasilan pembangunan nasional sangat

ditentu-k-an oleh keberhasi lan pembangunan desa.

Arti pentingnya dari pembangunan desa ini dapat dilihat bahwa betapa banyaknya

program-program dari berbagai lembaga dan dinas-dinas pemerintah dengan

prografimya masing-masiug melaksanatan usaha-usaha pembangunan di desa.

Namun demikian pegaiaman dan kenyataan manunjukan betapa banyak program

dilaksanakanl oleh berbagai lembaga/di dinas peternakan. Dinaspertanian

melaksanakannya, dan sebagaimana dan melaksanakan masing-masing secara

sendiri-sendiri

Atas dasar kanyataan diatas maka perlu dilakuka usaha-usaha koordinasi atau

sekurang-kurangnya konsultasi di antara beberapa lembaga/dinas-dinas pemerintah

yang ada, di kecamatan seperti apayag teiah dikatakan oleh Surja<ii te{adi interaksi

yang harmonis antara berbagai instasi duan antara program atau dinas-dinas dalam

melaksanakan tugasnya dan keteqpaduan antara program atau kegiatan serta tidak

adanya kesimpangan sehingga tercapai daya guna dan hasil yang oprimal.
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Selanjutnya, seperti apa yang telah dikatakan sebelumnya bahwa koordinasi

meghendaki adanya keterpaduna pembangrrnan. Dan parTa tingkat desa dan

kecamatan sangat di harapkan adanya usaha dan kegiatan yang meliputi pengaturan

hubungan kerja sama dari berbagai instansilpejabat.

Yang mempunyai tugacs dan rvelvenang dalalm pelaksanaan pembangunafl yag

saling berkaitan, sehingga terjadi interaksi dan kertepaduna yang harmonis dan

terhindar dari kesimpang siuran dan duplikasi berbagai proyek/proyek pemangunan di

tingkat tersebut.

Demikian pula dengan apa yang telah diungkapkan bahwa daiam rangka

pembangunan desa itu maka tanggung jawab berada di camat sebagai penguasa

funggal di wilayahnya. Hal ini bcrarti bahwa koordinasi pembangunan tingkat

kecamatan adalah merupakan tanggung jawab camat. Seagaimana ditegaskan dalam

undang-undang No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah pasal 80

bahwa kepala wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tugas di tridang

pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan

masyarakat di segala bidang.

Berdasarkan pendapat-pendapat inilah maka jelaslah bahrrya untuk melakukana

k<rordinasi bersama antara instansi di tingkat kecamatan, dan agar terwujud suatu

program yang komperhensif yang dilaksanakan bersama menurut tugasnya masing-

masing, disdari bahwa koordinasi tersebut memerlukan suatu sistim yang tegas dan

koordinator sebagai komponen utama.
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Dalam sistim koordinasi yang dimaksudkan ini, untuk tingkat kecamatan bisa

dikenal sebagai sisitim ,:nit Daerah Kerja Pembangunan (IJDKP), sebagai ssitim

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi serta tindak lanjut pelaksanaan

pembangunan desa yang menyeluruh dan terpadu.

Pembangunan desa sebagai organisatoris fungsi LrKPD adalah melakukan

koordinasi atau fungsi-fungsi sektoral melalui instansi dan aparatur vertikal tingkat

kecamatan serta memberikan pegarahan dan pembinaan dalam usaha-usaha

pembangunan.

Jadi jelaslha bahwa sisitim unit daerah kerja pembangunan ini merupakan kaedah

untuk mengkoorsinasikan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecaamtan, dimana

carnat sebagai kepala *,ilayatr merupakan koordinatornya. Seperti apa yang

ditegaskan dalam pasal 81 ayat c undang-undang no 5 tahun 1974 bahwa we\ /enang,

tugas dan kewajiban kepala wilayah adalah menyelnggarakan kordinasi atas kegiatan-

kegiatan instansu vertikal dan dinas daerah baik dalam perencanaan, pengendalian

maupun evaluasi pelaksanaan pembangunan untuk mecapai daya guna dan hasil guna

yang sebesar-besarnya.

Maka dalam rangka menjamin kelancaran koordinasi dan keteqpaduan setiap

langkah peyelenggaraan pembangunan, di perlukan adanya komunikasi yang efbktif

antar semua instasi sektoral/dinas-dinas pada tingkat kecamatan maupun antara

kecamatan, desa dan pemerinta-h di atas kecamatan. Dan sebagai wadah koordinasi

tingkat kecamatan ini dapat dilaksanakan melalui beberapa wadah antara lain diskusi

UKPD, temu kerja LKMD, rapat-rapat koordinasi tingkat kecamatan dan lainlain.
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1. Perencanaan Pembangunan Pedesaan.

Pembangunan Desa itu tidak lain adalah usaha pembangunan yang belangsung di

pedesaan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat desa yang diiaksanakan

secara terpadu dan terencana, untuk dapat diperlukan suatu perencafiaarl yag matang

sehingga pelaksanaan berbagai kegiatan usaha dan program pembangunan dapat

berjaian dengan baik da mantap.

Di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia masalah-

masatrah perencanaan pembangunan umum)/a perencanaan dan klususnya, sema-kin

terasa menafaatnya dan memgang peran penting untuk menjamin suksesnya

pembangunan tersebut. Karena apabila ditinjau dari segi pemenuhan kebutuhan

dapatlah dikatakan bahw-a tujuan pokok pembangunan tiadalain adalahmenirukan,

menciptahan dengan mengusahakan keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan

dengan bahan baku yang tersedia. Dan secara teoritis keseimbangan tersebut

sebenarnya tidak akan pernah tereapai dan mendekkati keseimbangan tersebut. Dalam

usaha pelaksanaanya yang kognitif dapat saja berupa pembangunan lisik atau

pembangunan nonfisik dimana masyarakat di bawah kearah kegiatan-kagiatan yang

ditr4u, u-ntuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan dan ba-han baku

tadi. Usaha-usaha pengikutsertaan masyarakat melalui usaha pembangunan fisik dan

nonfisik untuk mencapai tujuan pembangunan, semuanya memrlukan perencanarln.

Selaqiutnya kita akan melihat dulu apakah perencanaan itu. Perencanaao menurut

Siagian ( 1983 : 108) didefenisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan

penentuan secara matang dari hal-hal yag akan dikerjakan di masa yang akan datang
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dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan bahwa perencanaan itu adalah

penentuan garis tindakan yang dipandang tepat dan menjamin berhasilnya sesuatn

bidang aku beberapa bidang usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sedangkan Soekamo K, memberiakan pengertian planning sebagai berikut :

Perencanaan terhadap apa yang hendak dicapai, memberikan pedoaman garis-

garis tentang apa yag hendak:r ditLrjr:.

Planing merupakan persiapan-persiapan dari pada pelaksanaan srmtu tujuan.

Planing merupakan suatu perumusan dari pada persoalan-persoalan tentang

apa dan bagaimana suatu pekerjaan hendak dilaksanakan,

Planning juga merupakan suatu persiapan untuk tindakan-tindakan

administrasi atau tindakan kemudian.

Tindakan pengertian-pengertian diatas, bahwa pada hakekatnya planning adalah

menrpakan rangkaian keputusan yang sadar sebagai petrmjuk berhubungan dengan

penyelenggaraan tujuan. Disini tergantug arti memperhitungkan tentang apa yang

akan kita lakukan, fasilitas-fasilitas atau sumber'sumber apa yaog akan digunakan.

sisitim yang akan dugunakan sehingga tujuan masa yang akan datang tercapai sesuai

apa yang di inginkan,

Jadi perencanaan itu tidak lain adalah perumusan sebelumnya atas usaha yang

dilakukan. Berdasrkan uraian di atas nampak jelas bahwa perencanaan di bidang

pembangunan benar-benar merupakan kegiatan kegiatan awai sebelum rangkaian-

a)

b)

c)

d)
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rangkaian. Kegiatan-kagiatan lainya dapat dilakukan, karena apabila suatu

perencanaan pembangunan termasuk perencanaan pembangunan desa berhasil

disusun atau di proyeksikan maka segera dapat pula diketahui ke aah lnana

pembanugnan dapat dicapai malalui perencanaan.

Perlu diketahui pula bahwa dalam rangkapenyusuran perencanaanpembangunan dan

hendaknya di kerjakan oleh masyarakat desa, dan pemuka-pemuka des4 yang

terhimpun dalam suatu panitia atau badan yang disebut Badan Musyawarah Desa

(Bamudes). Demikian pula pengurus lembaga Ketahanan masyarakat Desa (LKMD)

manyusun perencanaan Kegiatan masing-masing dan kesemuanya haruslah integreted

atau merupakan suafu kesafuan dengan perencanaan pembangunan dasarnya secara

keseluruhan di koordinir oleh kepala Desa, agar dapat rnenyusun suatu perencanaan

yag baik dan terarah.

Dalarn rangka usaha-usaha untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan

desa, disamping untuk kepentingan khusus didalam desa juga hendaknya tidak boleh

terlepas dan harus memperhatikan kepentingan-kepentigan daerah atau regional

maupun asional secara keseluruhan

Dengan demikian bahwa apahila perencanaan pembangunan desa dikaitkan

dengan pelaksanaan maka pelaksanaan suall rencana haruslah dapat merupakan cara

penggerakan masyarakat ke arah kegitan pembangunan yang kontinyu. Dan segala

yang telah disu-qunn didalam rencar.a pembangunan kemuelian dapa-t direslisir berupa

proyek. Dan dalam hubungan dengan hal tersebut, maka perencanaan itu sangat

penting dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah.
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2. Koordinasi Pemhangunan di Desa

Rahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang

berlangsug di pedesaan dan meiiputi seiuruh aspek kehidupan masyarakat,

dilaksanaka secara terpadu dengan mengembangkan sawadaya gotong royong'

pernbangruran desa diarahkan untuk memanfaatkan seeara optimal potensi-potensi

sumber day alam dan mengembangkan sumber daya manusianya dan meningkatkan

ketrampilan, meningkatkan prakarsa dengan bimbingan dari aparatur pemerintah,

sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing.

Ditambahkan juga bahwa keberhasilan pembangunan desa itu bukan saja

merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan

pembangunan desa mernrlukan dukungan atau partisipasi atau keikut sertaan dali para

warga masyarakat tetapi juga tertanggung jawab dari pemerintah. Hal ini berarti

bahwa pelaksanaan pembangunan desa memerlukan dukungan atau partisipasi dari

para warga masr'varakat elan pemerintah. f)alam partisipasi pembangunan perlu

6ikembangkan proses pembagunan, hal ini deisebabkan karena proses pembangunan

seringkali mernerlukan pembaharuan orientasi nilai-nilai, sikap-sikap maupun

struktur kelambagaan di dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas disimpulkan bahwa menggerakan partisipasi

masyarakat terhadap usaha pembangunan berarti haruslah merubah dan merombak

sikap rnental masyarakat, meyadarkan mereka tentang maksu<l pembangunan,

masyarakat harus tahu bahwa dengan pembangunan itu akan tiba perubahan sosial,

yaitu perubahan kearah perbaikan.
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Selanjutnya bahwa pelaksanaan pembangunan baik itu kebijakan-kebijakarl

program-program ataupun rencana-rencana pembangunan untuk menuju kepada

keberhasilan pembangunan desa seringkali mengalami berbagai hambatan didalam

pelaksanaanya. Dan hambatan-hambatan itu menurut Bintoro ljokro amidjo {1974 :

198 ), seringkali dalam pelaksanaan berbagai kegialan usaha dan program

pembangunan disebabkan karena kurangnya koordinasi. Bayak lembaga atau dinas

dengan progrzilffrya masing-masing melaksanakan usaha-usaha, untuk medidik

masyarakat desa agar tingkat kehidupanya atau kese,jatraannya bertambah baik"

Koordinasi dan keterpaduan di tingkat kecamatan ada usaha dan kegiatall yang

meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari berbagai instansi atau pejabat dan

mempunyai tugas dan weweflang dalam penyelenggaraan pernbangunan yang saling

kait mengkait agar terjadi interaksi dan keterpaduan yang harmonis, serta terhindar

dari kesimbangan siuran dan duplikasi berbagai berbagai program, proyek dan

kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan sehingga tercapai daya guna dan hasil

guna yang seenar-benarnya.

Namun demikian disadari pula, koordinasi yang demikian memrlukan suatu

sisittim yang tegas dan koordinator sebagai salah satu komponennya harus

ditentukan. Dan di Indonesia Sisitm ini mulai diterpkan dan dilaksanakan, sisitim ini

berlaku di tingkat kecamatan dan disebut turit daerah kerja pembangunan (UKPD)

yaitu sisitim perencafiaafl, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan,

pembangunan antara desa yang menyeluruh dan terpadu pada tingkat kecamatan.

Sedangkan tujuan dari UKPD ini adalah :
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Mengkoordinasikan keberhsilan program dan kegitan pembangunan masuk

desa untuk- mencapai daya guna dan hasi! guan yang lebih besar mala,lui

proses perencanaan, pelaksanaan? pengendalian dan evaluasi pembangunan

wilaya yang menyeluruh dan keterpaduan pendekatan perencanaan dari

haureh

Menumbuhkan dan mengembangkan desa ibu kota kecamatan aau desa lainya

sebagai pusat pengembangan terpadu antara desa degan meningkatkan fungsi

fsilitas pelayanan pemerintah kepada masyaraat, baik di bidang pelayanan

ekonomi, sosial budaya,pemerintah maupun ketertiban dan keamaman

masyarakat.

Mernpercepat pencapaian desa s.rasembada yang mantap di seluru-h wilayah,

sebagai untuk tercapainya iandasan yag kuat bagi upaya mewujudkan tujuan

nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Landasan yag kuat bagi upaya mewujudkan tujuan masional yaitu masyarakat

adil dan makmur berdasrkan pancasila. Di tingkat kecamatan inilah tampak keduduka

yang paling bawair dari aparatur di berbagai instasi yang menjadi petugas lapangan

mereka untuk secara opersional memberikan bimbingan da pembinaan dan

pelaksanaan pernbangunan desa bimbingan dan pembiaan dan pelaksanaa-n

pembangunan desa meurut bidzurg teknis masing-masing.

Atas dasar itu maka pemerintah kecamatan dan aparatur yang sesungguhnya

menjadi pusat pengkoordinasian dari perencanzuln dan pengadilan program

a.

b.
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pembangunan yang terpadu. Dalam pelaksanaan pembangunan berbagai unsur yang

perlu dijalin keterpaduan ialah meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Antar wikayah ialah adanya kaitan antar wilayah desa kecamatan dan

kabupaten baik vertikal maupun horisontal.

b. Antar berbagai sektor atau dinas ialah adanya kaitan fungsional antara

berbagai sektor atau subsektor sehingga masing-masing tidak berdiri sendiri,

melainkan dalam satu kesatuan.

c. Antar berbagai pemerintah dan peran serta masyarakat.

d. Antar waktu ialah adanya ketrampilan waktu dalam menentukan kegiatan

dal am setiap I angkah penyel er:ggaraan pembangunan.

e. Antar sasaran pembangunan sehingga dapat mempercepat proses pencapaian

swasembada (Depdagri, Dirjen Bandes 1985).

Metiha.t uraia-n elan mendapat pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa,

pemerintah kecamatan yang menjadi pusat pengkoordinasian didalam pelaksanaan

pembangunan itu sehingga keterpaduan dapat terjalin diantara berbagai instansi baik

vertikal maupun horisontal yag ada di kecamatan dan peran serta masyarakat di

dalam mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan.

Selanjutnya koordinasi pembangunan itu dapat dibedakan yaitu :
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Koordinasi vertikal yaitu koordinasi antar berbagai tingkat kedudukan dari

organisasi yag sejenis misalnya bupati dengan ca-mat, Kanwil Dep Propinsi

denga Kakandep Kabupaten/Kotamadia.

Koordinasi horisontal yaitu koordiasi antara berbagai komponen/pejabat yag

setingkat baik dalam unit organisasi atau dalam unit-unit organisasi yang

berlainan, misalnya Kepaia Dinas Pertanian tingkat II dan Kepala Dinas

Perindustrian tingkat IL

Koordinasi diagonal dari unit-unit organisasi yang tidak sejenis. misalnya

Kakandep penerangan Kabupaten dengan camat atau kepala instansi Dikbud

Kecamatan.

Dengan demikian, maka t rjrran koordinasi keterpaduan pembangunan di

tingkat kecamatan ialah agar terjadi interaksi yang harmonis antara berbagai instansi

atau dinas dalam melaksanakan tugasnya dan keterpaduannya antara program, proyek

atau kegiatan serta tidak adanya kesimpang-siuran dan duplikasi, sehingga tereapai

daya guna yang optimal. Selanjutnya camat adalah penguasa tunggal di wilayahya

dalam au.ti administrator kemasyarakatan, sehingga pembangunan administrator

kemasyarakatan, sehingga koordinasi dan keterpa-duan pembangunan di tingkat

kecamatan adalah merupakan tanggung jawabnya.

Pada dasarnya camat dalam memimpin dan memrintah senantiasa

berhubungan dengan orang-orang lain yaitu baik sebagai bawahan sendiri aaupLln

pejabat-pejabat yag setingkat justru itu adalah kewajiban camat untuk selalu

b.

c,
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menghubungkan yang baik sehingga dapat tercipta suatu team work yang intim dan

harmonis dalam rangka pencapaia tuJuan.

Sehubungan dengan itu maka meurut'Wajong (1966 : 85), mangatakan bahwa

seseorang koordinator adalah unsur utama antara yag sama. Jadi degan pengertian ini

maka camat adalah unsur utama dari unsur yang sama, dalam hal ini pejabat utama

dari perangkat pemerintah lainya yang ada di kecamatan. Tetapi dilihat dari berbagai

penyelenggaraan administrasi pemerintaha. bukan berarti camat harus mecampuri

urusan a-dmistrasi atau organisasi perangkat lainya, akan tetapi mengkoordinir

perangkat lainya agar tujuan tunggak yaitu mecapai tujuan nasionai.

Dalam hubungan ini, camat berkewajiban memberikan pengerahaan sejauh

rnwta yang sebenarnya harus dicapai oleh pemerintah, camat sebagai koordinator

secara implisit dapat dipahami, ia adalah pemimpin dan sebagai administrator ia

menj alankan koorndinasi.

Jadi berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bhwa koordinasi, integrasi

dan sinkronisasi adalah iungsi dari pemimpin yang berarti suatu kegiatan untuk

menciptakan kerja sama, kesatuan tindakan antara perangkat pemerintah, baik secara

vertikal maupun untuk rnencapai tuJ,ran negara.

B. Unsur-Unsur Pemerintah Yang Terlihat Dalam Pembanguan Desa.

Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka pembangunan Indonesia

seutuhnya dalam rangkar pembangunan seiuruh masayarakat Indonesia.

27



Pembangunan desa yang merupakam basis dari pembangunan nasional memegang

peranan pokok dan mensukseskan dan mencapai tujuan nasional.

Pembangunan desa baik ditiniau dari landasan kebijaksanzuln maupun proses

penyelenggaraann,va terdiri dari berbagai unsur yang saling kait mengkait mutlak

memerlukan koordinasi dan keterpaduan dalam setiap tahapan pembangunan.

Kecamatan adalah merupakan unit pernerintah dan pembangr-rnan di tingka-t bawah

dari wilayah kabupaten/kotamdya, memiliki organisasi pemerintah dan unsur aparatur

yag relaitf lengkap dibanding dengan desa kelurahan. Disamping itu camat di bantu

oleh petugas Lapangan dari sejumlah instansi baik ':ertikal maupun horisontal yang

ada di kecamatan.

Yang dimaksud dengan instansi vertikal adalah perangkat departemen-

departemen atau lembagaJembaga pemerintah non departemen yang ditempatkan di

daerah untuk melaksanakan sebagian urusan departemen yang di tempatkan di daerah

untuk melaksanakan sebagian urusan departemenya atau lembaga pemerintah non

departemen agarna, Ra.nk Rakyat Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pos dan Giro,

Koramil, Polsek dan lain-lain.

Selanjutrya yang dimaksud dengan dinas-dinas derah adalah unsur

pelaksanaan pemerintah daerah, Llrt-rsan-urlrsan yarg diselenggara-kan oleh dinas-dinas

derah seperti dinas PDK, dinas Kesehatan, Dinas Pertaian, dan lain-lain.

Pembentukan dinas untuk meleksanakan urusan-urusan yang masih menjadi

1.\,.'erryenang pemerintah pusat dan belum diserahkan kepada daerah dengan sesuatu

undang-undag atau peraturan pemerintah manjadi urusan rumah tangganya tidak
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debanrkan. Dalam menjalankan tugas dinas-dinas daerah itu berada sepenuhnya

dibawah da tanggungjawab kepada kepala daerah.

Tiap-tiap instansi vertikal maupun irorisontal atau dinas-dinas masing-masing

mempunyai programnya didesa, maka untuk mecapai daya guna dan hasil guna yang

sebesar-bes atrLy a, sangat perlu penyelenggaraann nrusan-urusan itu dikoordinasikan

dengan sebaik-baiknya untuk menjaga agar tidak meniadi tumpang tindih atau

program-program yang bersamaan, dan pejabat yang berwenang dan kewajiban untuk

menyeleggarakan koordinasi tersebut adalah kepala wilayah .vaitu camat. Dalam

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan instansi vertikal kepala wilayah harus selalu

memperhatikan dan tidak boleh bertentangan denga ketentuan-ketentuan perundang-

,r-rl--,r.r- .ro-rt L.^.l.l,r'urlu4rtsar, J @lE uvt 1(,^u.

Didasari pula bahwa koordinasi demikian memerlukan suatu sisitim yang

tegas dan koordinator sebagai salah satu komponennya yang perlu ditentukan. Sistim

ini disebut unit Derah Ke{apembangunan dan berlaku disatu derah kecamatan.

C. Hubungan Koordinasi dan Implementasi Pembangunan Desa.

Sebagaimana telah dikemukak.an pada uraia-uraian sebelumnya bahwa

koordinasi pembanguna itu tidak lain ditujukan agar supaya terwujud suatu program

yang komperhensif atau terpadu. Atau dengan kata lain bahwa koordinasi

pembangunan dimaksudkan agar supaya program-program pembagunan yang

dilaksanakan oleh berbagai instansi dapat berjalan dengan bak atau lancar dan

berhasil.
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Namun seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa berhasilnya

pcmbangunan desa tidali semata-mar.a ditentukan oleh pihak pemerintah, tetapi juga

ditunjang oleh partisipasi masyarakat. Dengankata lain bahwa berhasilya

pembangunan pedesaan sangat ditentuka oleh keseimbangan arrtata pemerintah

sebagai subjek dan objek pembangunan dilain pihak. I)imana pemetrintah

memberikan pengarahan, bimbingan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan

sedangkan mayarakat memberikan partisipasinya daiam bentuk prakarsa dan swadaya

gotong royong pada setiap program yang di inginkan.

Berdasarkakn hal-hai tersebut diatas, maka agar supaya program

pembangunan desa yang dilakukan oleh berbagai instansi memperoleh partisipasi

masyarakai yang sebesar-besamya maka sangat perlu adanaya koordinasi antar

lembagalembaga yang melaksanakan pernbangunan tersebut.

Seperti yang tegaskan dalam buku Repelita IV bab 26 tentang pembangunan daerah

bahwa pada tingkat kecernatan camet mengkcordinasikan aparatur pemerintah yang

ada di tingkat kecamatan melalui sisitim unit kerja pembangunan (UKPD) dan juga

agar program-program yang dimaksud memperoleh partisipasi mayarakat yang

qeheqar-he sr lrrvA

Berdasrkan uraian tersebut, ielasah bahwa ada hubungn antara pelaksanaan

koordinasi dan keberhasilan pembangunan di desa. Namun apakah tercapainya atau

berhsilnya implementasi pembangunan desa yang berhubungan dengan adanya

pelaksanaan koordinasi camat, atau apakah kebrhasilan implementasi pembangunan

desa punya hubungan-hubungan adanya koordinasi camat.
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Dalam partisipasi penggunaa perlu dikembangkan kemampuan-kemamptnn

masyarakat dan terutama orgaisasi-organisasi masyatakat sendiri untuk mendukung

program pembangunan, hal ini disebabkan karena proses pembangunan sringkali

memerlukan pembaharuan orientasi, nilai-nilai, sikap-sikap maupun struktur

kelembagaan masyarakat.
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BAB IV

KESIMPULAN

Beranjak dari uraian-uraian serta pendapat-pendapat yang telah diuraikan

pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah diarnbil suatu kesirnpulan sebagai berikut :

Maksud pembangunan itu adalah suatu usaha untuk merobah sesuatu yang kurang

berarti kepada sesuatu yang lebih berarti kepada sesuatu yang lebih berarti secara

terencana- dan terpadu. Dengan ka.ta lain tujuan ini bermaksud untuk memperbaiki

serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat disegala bidang. Dan dalam kaitan

dengan pembangunan desa, maka dimaksudkan pula bahwa pembanguna desa itu

menghendaki adanya perobahan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang lama da

terkebelakang, menuju pada nilai-nilai baru yang lebih baik secara terencana serta

terpadu. Tujua-tujuan perobahan ini, tidak lain adalah untuk mencapai kepetingan-

kepentingan serta kesejatraan masyarakat desa pada khusr-rnya dan kepentingan serta

kesejateraa bangsa pada umumnya.

Seianjutnya dalam hubungan dengan pencapaian maksud-maksud tersebut ialah,

maka pelaksa:raanya perlu dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, dalam arti perlu

adanya imbangan antara pemerintah sebagai leading sector di satu pihak, dan

masyarakat di lain pihak. Dimana pemerinhh berkepentingan memberika bimbinga,

pengarahan, bantuan serta frsilitas yang diperlukan, sedagkan masyarakat sebagai

objek dan subjek pembangunan berkewajiban memberikan partisipasinya dalam

bentuk swadaya gotong royong pada setiap program yang dilaksanakan.
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Selanjutnya agar pelaksanaa pembangunan desa itu dapat berjalan dan dilaksanakan

secara terpadu dan terarah maka diperlukan adanya suatu sisitim koordinasi yang baik

dan terpadu. Dengan maksud akan dapat diatasi usaha-usaha pembangunan yang

multi kompleks. dan fungsi koordinasi ini terutama pula ditujuka dalam rangka

mendukug program-pragram pembangunan yang dilakukan oleh berbagai instansi

pemerintah baik vertikal maupun horisontai serta mandidik dan mentrampilkan

masyarkat desa agar mereka dapat pula meigkatkan serta memperbaiki kehidupanya

atatr kesejatraanya hidup mereka. Dengankata lain peranan koordinasi dalam

pembangunan di kecamatan itu, tidak lain adalah sebagai suatu usaha kegiatan yang

rneliputi pengaturan hubungan kerja sama dari berbagai instansi/pejabat yang

rnempunyai tugas dan rlrervenang dalam pelaksanaan pen:bangunan yang saling

berkaitan, sehingga terjadi interaksi keterpaduan yang harmonis serta terhindar dari

kesimpang siuran dan duplikasi berbagai programlproyek pembangunan di tingkat

kecamatan.

Tercapainya pelaksanaan pembangunan desa serta terpadu, baik antar unsur

pemerintah yaug melaksanakan pe,mbangunan maupun keterpaduan antar pemenntah

dan masyarakat sebagai subjek dan sebagai objek pembangunan, dalam arti bahwa

pelaksanaan pembangunan desa itu kan dapat memperoleh dukungan serta partisipasi

dari warga mayarak-at.

Selanjutnya realisasi dari pada sisitim koordinasi pelaksanaan pembangunan desa

dervasa ini terlihat melalui sisitim daerah kerja pembanguoan (UKPD), yaitu sebagai
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sisitim perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan antar yang rnenyeluruh dan terpadu, dimana tanggung jai.vabnya berada

pada camat sebagai kepala wiiayah.

Dan dapt dikatakan pula bahwa antara peranan koordinasi dan tercapainva

pelaksanaa pembangunan di desa punya hubungan yang erat, sebab tanpa koordiasi

yang baik diantara perogram pembangunan itu tidak akan tercapai rencana yang

sudah ditetapkan sebelumnya.

Juga dalam rangka menjamin kelancaran koorcl-inasi dan keterpaduan setiap

langkah penyelegaraan pembangunan, diperlukan adanya komunikasi yang etbktif

antar semua instansi sektoralldinas-dinas pada tingkat kecamatan maupun antar

kecamatan. Desa da pemerintab diatas kecamatan. Dan sebagai wad,ah koordinasi

tingkat kecamatan ini dapat dilakukan melalui beberapa wadah antara lain dikusi

UKPD, temu karya, rapat-rapat, koordinasi tingkat kecamatan dan lain-lain.

Dan keberhasilan pembangturan desa itu bukan saja merupakan tanggung

jawab dari pemerintah tetapi juga seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut.

Dalam partisipasi pembangunan perlu dikembangkan kemampuan-kemampuan

masyarkat dan tenttama organisasi-organisasi masyarakat sendiri untuk mendukr^rng

program pembanguna.
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